
SALIT{AT{

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2OO7

TENTANG

/\r \

P}ENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PASAR DESA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAT{A ESA

BUPATI KEDIRI.

Menimbang a^ bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pasar Desa Kabupaten Daerah

Tingkat II K€diri tidak sesuai &ngan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang ksa, sehingga perlu ditinjau

kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pasar Desa Dalam Kabupaten Daerah

Tingkat II Kediri;

:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retrjbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Reprblik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahm 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahm 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanrbahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor 43 89);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahas Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

18, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s48);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a139 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45e3);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara i Daerah (Lembaran Negara Republik



.,

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatrun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lemb*ran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDru

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PASAR DESA

DALAM KABUPATEN DIAERAH TINGKAT II KEDIRI.

Pasal 1

Peraflnan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun

1979 tentang Pasar Desa Dalam Kabupten Daerah Tingkat II Kediri

dicabut dan dinyatakan tidakberlaku .

Menetapkan
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini murai bertaku padaanggar diundangkn

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penemFlannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 14 - 12 -2007
BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
padatanggal16- 6 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABT]PATEN KEDIRI
TAHUN 2OO7 NOMOR 17

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI

Plt.

SUPOYO


